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Abstract

Fiscal decentralization and economic growth are the two main issues that
continue to be discussed. Both of these topics are not resolved in view of the
important relationship between the two. The relationship is more specifically
examined in the economic sphere of whether fiscal decentralization has a
positive or negative effect on economic growth. Indeed, from various studies on
fiscal decentralization and economic growth that have been done before there
are different results. This study aims to analyze the effect of fiscal
decentralization and labor on the economic growth of the province on the island
of Sumatra partially and wholly.

The data used in the study is secondary data for the period 2011-2015.
Hypothesis testing is done by Data Panel Regression Analysis method by using
Eviews 9.0 program to analyze the influence of Fiscal Decentralization and Labor
on Economic Growth Province in Sumatera Island. The test used is chow test,
hausman test, t test and F test.

The result of data analysis shows that Fiscal Decentralization of Expenditure
side, Fiscal Decentralization of Revenue and Labor side have positive and
significant influence to Economic Growth Province in Sumatera Island. Partially,
Fiscal Decentralization of Expenditure and Labor Affects Positive and Significant
Effect on Economic Growth of Province in Sumatera Island. While
Decentralization of Revenue side have positive but not significant influence to
Economic Growth Province in Sumatera Island.

Keywords: Fiscal Decentralization, Labor, Economic Growth, and Panel Data.

Pendahuluan berpengaruh positif ataukah

Desentralisasi fiskal dan berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi.

dua bahasan utama yang terus Awal permulaan kebijakan

menjadi pembahasan. Kedua topik desentralisasi fiskal dan otonomi

ini seperti tidak habis ditelit daerah  di  Indonesia  dengan

disahkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1945 Tentang

mengingat hubungan penting antara

keduanya. Hubungan tersebut lebih

spesifik diteliti dalam ranah ekonomi Kedudukan Komite Nasional

yaitu apakah desentralisasi fiskal Daerah, kemudian Undang-Undang
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Nomor 22 Tahun 1948 Tentang
Penetapan Aturan-Aturan Pokok
Mengenai Pemerintahan Sendiri Di
Daerah-Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah
Tangganya Sendiri serta Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1950
Tentang Pemerintahan  Daerah
Timur. Namun ketiga undang-
undang ini hanyalah konsep saja
tanpa adanya implementasi
pelaksanaan dari otonomi daerah
(Saragih, 2003).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal
dan otonomi daerah sepenuhnya
dilaksanakan dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Memang dari berbagai
penelitian mengenai desentralisasi
fiskal dan pertumbuhan ekonomi
yang telah dilakukan sebelumnya
terdapat hasil yang berbeda.

Beberapa penelitian mengenai
desentralisasi fiskal dan
pertumbuhan ekonomi yang telah
dilakukan guna mendapatkan hasil
dari pengaruh desentralisasi fiskal,
khususnya dengan menggunakan
model ekonometrika ternyata

menghasilkan simpulan yang
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berbeda. Disatu pihak desentralisasi
berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi ((Davodi dan
Zou,1998) dan (Zhang dan Zou,
1998)). Sementara dilain pihak
terdapat penelitian yang
menunjukkan desentralisasi fiskal
berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi sebagaimana
hasil dari penelitian Lin dan Liu
(2000), Akai dan Sakata (2002),
Faridi (2011) serta Patonov (2013).
Berdasarkan hal tersebut, dalam
penelitian  ini  akan  mengkaji
pengaruh desentralisasi fiskal dan
tenaga kerja terhadap pertumbuhan
ekonomi untuk wilayah Provinsi di

Pulau Sumatera. Meskipun pada

penelitian  sebelumnya terdapat
perbedaan mengenai  pengaruh
desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi dan

membawa sejumlah  pertanyaan
apakah desentralisasi fiskal memiliki
pengaruh yang positif? Ataukah
memiliki pengaruh yang negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian Pustaka
Hasil studi terdahulu yang

dilakukan oleh Davodi dan Zou
(1998) dan Zhang dan Zou (1998)
menyimpulkan bahwa desentralisasi
fiskal berpengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Davodi dan
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Zou (1998) dalam penelitiannya atas
46 negara maju dan negara
berkembang dengan menggunakan
analisis data panel dari tahun 1970
sampai 1989 menemukan bahwa
tidak terdapat pengaruh antara
desentralisasi fiskal dan
pertumbuhan ekonomi di negara-
negara maju, dan memiliki pengaruh
yang negatif antara desentralisasi
fiskal dengan pertumbuhan ekonomi
di negara berkembang.

Simpulan yang sama juga
diperoleh dari penelitian Zhang dan
Zou (1998) dalam penelitiannya di
China dengan menggunakan
analisis regresi data panel dalam
kurun waktu 1978 sampai 1992.
Hasil penelitian ini  menemukan
bahwa desentralisasi fiskal
berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil
negatif ini  dikarenakan tahap
perkembangan ekonomi di Cina
yang dimana pemerintah pusat terus
dibatasi oleh sumber daya untuk
investasi publik dalam prioritas
nasional.

Hasil penelitian yang berbeda
diperoleh dari penelitian Lin dan Liu
(2000), Akai dan Sakata (2002),
Faridi (2011), serta Patonov (2013).
Lin dan Liu (2000) meneliti pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap
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pertumbuhan ekonomi di tingkat
provinsi China periode 1970 sampai
1993. Metode vyang digunakan
adalah analisis regresi data panel,
dan temuan yang dihasilkan
menyimpulkan bahwa desentralisasi
fiskal memberikan pengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasilnya juga menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi secara
signifikan dipengaruhi oleh reformasi
pedesaan, akumulasi modal dan
pengembangan sektor non negara.
Pengaruh positif ini disebabkan oleh
meningkatnya efisiensi dalam
alokasi sumber daya.

Akai dan Sakata (2002) dalam
penelitiannya di 50 negara bagian
Amerika pada tahun 1992 sampai
1997 dengan menggunakan analisis
data panel juga ~menemukan
pengaruh positif dari desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi di  Amerika  Serikat.
Pengaruh positif ini desebabkan oleh
tidak adanya distorsi pada data yang
digunakan dalam permodelan
regresi.

Faridi (2011) dalam penelitiannya
di Pakistan dengan menggunakan
analisis model autoregressive dari
tahun 1972 sampai dengan tahun
2009 menemukan bahwa

desentralisasi fiskal berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pengaruh
positif dari desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi
karena dengan adanya
desentralisasi fiskal dapat
menciptakan suatu kondisi dimana
akan meningkatkan efisiensi,
akuntabilitas dan pelayan publik
karena mekanisme pembangunan
telah diserahkan kepada pemerintah
provinsi oleh pemerintah pusat.

Patonov (2013) dalam
penelitiannya atas 27 negara Uni
Eropa dengan menggunakan
analisis data panel dari tahun 2000
sampai 2010 menemukan bahwa
desentralisasi fiskal berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan
ekonomi di 27 negara Uni Eropa.
pengaruh positif tersebut terwujud
karena  terjadinya  peningkatan
efisiensi pengeluaran, peningkatan
efisiensi  disektor  publik dan
pengalihan kekuasaan belanja dari
pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dapat
mengkatalisasi pertumbuhan PDB
tahunan.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal
terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pandangan Pro-decentralization
didasarkan pada  keterbatasan
pemerintah pusat dalam
menjangkau tiap-tiap daerah
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sehingga menciptakan
ketidakefisienan dalam pelayanan
Kraybill dalam Yamoah (2007).
Desentralisasi fiskal akan
mempengarubhi pertumbuhan
ekonomi melalui efisiensi dalam
alokasi sumber daya publik. Menurut
Oates (1993) desentralisasi fiskal
akan meningkatkan efisiensi
ekonomi yaitu pemerintah lokal
mempunyai posisi yang lebih baik
daripada pemerintah pusat untuk
menyalurkan pelayanan publik yang
dibutuhkan oleh pemerintah daerah,
yang selanjutnya efisiensi akan
mendorong percepatan

pertumbuhan ekonomi di tingkat

daerah dan mendorong
pertumbuhan  ekonomi  ditingkat
nasional.

Pendapat lain yang mendukung
desentralisasi fiskal dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi
yakni Tiebout (1956), Oates (1972),
Tresch (1981, Weingast (1995) ),
Breton (1996) dalam Litvack et al.
(1998) dalam Sidik (2002) yang
menyatakan  bahwa  pelayanan
publik yang lebih efisien seyogyanya
harus dilaksanakan oleh pemerintah
daerah yang memiliki kontrol yang

lebih dekat karena:
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a. Pemerintah daerah lebih mampu
mengetahui kebutuhan
masyarakatnya.
b. Keputusan pemerintah daerah
akan lebih cepat dilakukan tanpa
menunggu keputusan pemerintah
pusat dalam menyediakan
layanan publik terhadap
masyarakat sehingga  akan
mendorong pemerintah daerah
melakukan efisiensi dalam
penggunaan dana dari
masyarakat.
c. Kompetisi antar  pemerintah
daerah akan mencipatakn inovasi
dan kreatifitas dalam rangka
meninggkatkan mutu pelayanan b.

terhadap masyarakat.

Thiessen (2003)
mengidentifikasikan mengenai
pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi,
yaitu:

a. Penyediaan barang dan jasa
publik yang dilakukan oleh
pemerintah pusat kepada setiap
daerah secara seragam maka
akan menimbulakan inefisiensi
karena  terdapat perbedaan
kebutuhan setiap daerah. Dengan
desentralisasi fiskal, maka setiap
sumber daya yang dimiliki harus

dialokasikan secara tepat sesuai
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kebutuhan masing-masing daerah

sehingga akan memicu efisiensi

dan meningkatkan output
perekonomian sehingga
mendorong pertumbuhan

ekonomi. Kemudian dari sisi
kebijakan pengeluara, pemerintah
daerah yang merespon
perbedaan-perbedaan kebutuhan
masyarakatnya akan cenderung
lebih efektif dalam meningkatakn
pertumbuhan ekonomi ketimbang
pemerintah pusat yang tidak
merespon cepat perbedaan-
perbedaan  kebutuhan setiap
daerah tersebut.

Desentralisasi fiskal akan
menciptakan kompetisi vertikal
dan horizontal diantara tingkat
pemerintahan yang berbeda.
Dimana dalam hal ini pemerintah
daerah akan lebih fokus pada
persaingan dalam memberikan
bermacam-macam fasilitas atau
kemudahan bagi kegiatan bisnis,
serta melakukan efisiensi dalam
penyediaan barang dan jasa
publik, namun tetap
mempertahankan tingkat
pendapatan tertentu. Hal ini akan
menciptakan  situasi  dimana
setiap pemerintah daerah akan
menggunakan anggaran secara

efisien untuk membiayai
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pengeluaran sektor publik yang pihak-pihak yang memiliki

sesuai dengan kebutuhan kepentingan dalam kebijakan

masyarakat serta mencegah
terjadinya over supply barang dan
jasa publik serta inefisiensi
pelayanan sektor publik.
Kemudian berdasarkan hal ini
dapat dikatakan bahwa
desentralisasi fiskal dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

. Desentralisasi  fiskal  secara
eksplisit menunjukan pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab
dari  pemerintah  pusat ke
pemerintah daerah dapat
memberikan  insentif  kepada
pemerintah daerah untuk secara
aktif mencari inovasi dalaam
penyediaan barang dan jasa
publik. Kompetisi antar
pemerintah daerah akan memacu
pemerintah daerah untuk
menyediakan pelayanan publik
dengan biaya yang minimum
namun dengan Kkulaitas yang
baik, dan mendorong efisiensi
produksi sehingga akan

mendorong peningkatan

publik dan mendorong demokrasi
daerah. Sedangkan Pandangan
anti-decantralization  didasarkan
pada keterbatasan pemerintah
daerah dalam menempatkan dan
mengimplementasikan tanggung
jawab utama pemerintah daerah.
Dalam hal ini yang terjadi adalah
desentralisasi berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Oates (1972) dalam
Yamoah (2007) berpendapat
bahwa desentralisasi fiskal
adalah kerugian dalam skala
ekonomi, yang dimana dengan
sistem  desentralisasi, setiap
pemerintah daerah harus
mengimplementasikan agenda
pertumbuhan  ekonomi  yang
independen  dari  pemerintah
daerah lainnya sehingga mungkin
akan meningkatkan biaya per unit
output layanan karena mereka
akan beroperasi pada skala yang
lebih kecil.

Prud’homme (1995) berpendapat

bahwa desentralisasi akan membuat

perekonomian. kebijakan redistribusi akan menjadi
d. Adanya argumen politik bahwa lebih  sulit, karena  kebijakan

desentralisasi fiskal akan pemerintah daerah dapat
mengurangi konsentrasi kekuatan bertentangan dengan  kebijakan

politik, melemahkan pengaruh nasional.
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Pengaruh Tenaga Kerja terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
Lewis dalam Mulyadi (2003)

mengemukakan teorinya mengenai
ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan
pekerja merupakan kesempatan dan
bukan masalah. Kelebihan pekerja
satu sektor akan memberikan andil
terhadap pertumbuhan output dan
penyediaan pekerja disektor lain.
Disisi lain, tenaga kerja dapat
mempengaruhi
ekonomi Menurut Todaro (2000)

pertumbuhan
pertumbuhan penduduk dan
pertumbuhan Angkatan Kerja (AK)
secara tradisional dianggap sebagai
salah satu faktor positif yang
memacu pertumbuhan ekonomi.
Jumlah tenaga kerja yang lebih
besar berarti akan menambah
tingkat produksi.

Sedangkan dari sisi kualitas
sumber daya manusia yang
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi seperti dalam penelitian
Lim (1996) menyimpulkan bahwa
tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi di negara Jepang dan Korea
Selatan dipengaruhi oleh sumber
daya manusia yang berkualitas yang
tercermin dalam tingkat melek huruf
(literacy rate) yang tinggi sehingga
tenaga kerja mudah menyerap ilmu

dan mampu beradaptasi dengan

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

perubahan teknologi dan ekonomi
yang terjadi.

Kemudian Akai dan Sakata
(2002) yang dimana hasil dari
penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa kuantitas dan kualitas dari
sumber daya manusia regional
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di
Amerika. Sehingga tenaga Kkerja
yang berkualitas akan memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Teaerilralivazi Fidial

sz Kt \‘x‘ Heteabuhzn Lomoeai

Eoranar | Serangka Pamionan

Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini
adalah  menganalisis  pengaruh
desentralisasi fiskal dan tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi di Pulau Sumatera. Daerah
Provinsi tersebut meliputi 10 Provinsi
di Pulau Sumatera dari tahun 2011
hingga tahun 2015. Daerah Provinsi
yang akan diteliti yakni, Provinsi
Aceh, Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Jambi, Provinsi
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Sumatera Selatan, Provinsi

Lampung, Provinsi Bengkulu,
Provinsi Bangka Belitung dan
Provinsi Kepulauan Riau. Dalam
penelitian  ini, akan  mengkaji
mengenai  desentralisasi  fiskal,
tenaga kerja dan pertumbuhan

ekonomi.

Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam

penelitian ini data sekunder vyaitu
data yang diperoleh dari sumber
kedua sealama kurun waktu tahun
2011 hingga 2015. Data yang akan
diteliti dalam penelitian ini yaitu data
mengenai  desentralisasi  fiskal,
tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi dari tahun 2011 sampai
tahun 2015.
Data dalam  penelitian ini
diperoleh dari studi kepustakaan
yakni Statistik
Pemerintahan Provinsi 2011-2014,
Statistik Keuangan Pemerintahan
Provinsi 2013-2016, Aceh Dalam
Angka Tahun 2011-2016, Sumatera
Utara dalam Angka 2011-2016, Riau
Dalam Angka 2011-2016, Sumatera
Barat Dalam Angka 2011-2016,
Jambi Dalam Angka 2011-2016,
Sumatera Selatan Dalam Angka
2011-2016, Bengkulu Dalam Angka
2011-2016, Lampung Dalam Angka

2011-2016,

Keuangan

Kepulauan Bangka

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

Belitung Dalam Angka 2011-2016,
dan Kepulauan Riau Dalam Angka
2011-2016. Metode pengumpulan
data dengan menggunakan, metode
dokumentasi, yaitu metode
pengumpulan data Pendapatan Asli
Daerah, Total Pendapatan Daerah,
Pengeluaran Daerah, Pengeluaran
Pemerintah Pusat, dan Tenaga
Kerja yang dilakukan dengan
mengambil data dari berbagai
dokumentasi atau publikasi dari
Badan Pusat Statistik (BPS).
Variabel Operasional Dan
Pengukurannya
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur
menggunakan data Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar
harga konstan tahun 2010 dan
dinyatakan dalam bentuk satuan
persen (%) yang kemudian disebut
PE.

Desentralisasi Fiskal Pengeluaran

Variabel desentralisasi fiskal yang
digunakan dalam penelitian ini
merupakan indikator desentralisasi
fiskal yang digunakan oleh Zang dan
Zou (1998). Variabel indikator
pengeluaran dalam penelitian ini
dinotasikan menjadi RPN. RPN
merupakan rasio pengeluaran

pemerintahan Provinsi terhadap total
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pengeluaran  pemerintah  pusat

dalam bentuk persentase (%).

Desentralisasi Fiskal Pendapatan

Variabel desentralisasi fiskal
yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan indikator desentralisasi
fiskal yang juga digunakan oleh Akai
dan Sakata (2002) yakni
kemandirian fiskal yang diukur
dengan Pendapatan Asli Daerah
terhadap total Pendapatan Daerah.
Variabel kemandirian fiskal dalam
penelitian ini dinotasikan menjadi RK
yang diukur dalam bentuk
persentase (%).

Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja yang
digunakan dalam penelitian ini
merupakan rasio tenaga kerja yang
juga digunakan oleh Akai dan
Sakata (2002) yakni rasio lulusan
SMA/Sederajat terhadap penduduk
usia kerja. Tenaga Kkerja yang
SMA/Sederajat

menunjukkan tingkat

memiliki  ijazah
kualitas
sumber daya manusia yang lebih
baik karena lebih cepat dalam
proses penyerapan teknologi,
sehingga akan meningkatkan
produktivitas tenaga kerja. Variabel
tenaga kerja dalam penelitian ini
dinotasikan menjadi RTK  yang

diukur dalam bentuk persentase (%).
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Teknik Analisis
Teknik analisis dalam penelitian

ini menggunakan model data panel
untuk menganalisis pengaruh
desentralisasi fiskal dan tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Model persamaannya adalah
sebagai berikut:

PEi= oi+ B1RPN;+ B2 RK;+
BaRTK: + it

Keterangan:
PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)
RPN : Rasio Pengeluaran (%)

RK : Rasio Kemandirian (%)
RTK : Rasio Tenaga Kerja (%)
(of . Intersep

B1, Bo...Bs :Koefisien Regresi
variabel bebas

it : Komponen eror di waktu t

untuk unit cross-section

i :1,2...,10 (data cross-section
Provinsi di Sumatera)

t : 1,2...,5 (data time series,
tahun 2011-2015)

Dalam penelitian ini
menggunakan  panel  seimbang
(balanced panel) karena periode
time series selama lima tahun
dengan data cross-section sebanyak
sepuluh daerah.

Dalam analisis model data panel
terdapat tiga metode pendekatan
yang terdiri dari common effect, fixed
effect, dan random effect
(Ekananda, 2016). Kemudian untuk
memilih metode terbaik dengan
menggunakan uji chow dan uji

hausman. Sedangkan untuk
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menganalisis pengaruh
desentralisasi fiskal dan tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi
menggunakan uji signifikansi parsial
dua arah dan uji signifikansi

keseluruhan.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Chow, Uji Hausman
Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed
Effects Tests
Pool:

POOLO1

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section

Berdasarkan hasil uji chow ini maka
dapat disimpulkan bahwa metode
fixed effect adalah metode yang
lebih  baik digunakan daripada
metode common effect dalam
penelitian ini.

Uji Hausman

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman
Test

Pool: POOL0O1

Test cross-section random effects

Chi-Sg. Chi-Sq.

F 7.956093 (9,37) 0.0000

Cross-section 53.83990

Chi-square 1 9 0.0000
Sumber: Eviews 9.0

Tabel 1. menjelaskan dari hasil
estimasi regresi data panel yang
telah dilakukan uji chow yakni uji
untuk menentukan metode manakah
yang lebih baik antara common
effect dan fixed effect. Dari Tabel
menunjukkan nilai dari Chi-square
adalah sebesar 53.839901 lebih
besar dari nilai Chi tabel sebesar
7.956093 dengan nilai p-value
sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf

signifikansi a sebesar 5% (0,05).

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

Test Summary Statistic d.f. Prob.

Cross-section 39.60527

random 3 3 0.0000
Sumber: Eviews 9.0

Tabel 2. menunjukkan hasil dari
uji Hausman dalam menentukan
metode manakah yang lebih baik
digunakan antara metode fixed
effect dan metode random effect.
Dari Tabel menunjukkan bahwa nilai
dari Chi-Square hitung adalah
sebesar 39.605273. Sedangkan Chi
tabel dengan degree of freedom
sebesar 3 memiliki nilai sebesar
7,81. Maka dari itu Chi-Square lebih
kecil dari nilai Chi tabel serta p-value
sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf
signifikansi a sebesar 5% (0,05) atau
signifikan. Maka dapat disimpulkan
bahwa metode fixed effect lebih baik
digunakan daripada metode random

effect dalam penelitian ini.
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Uji Signifikansi Parsial, Uji

Signifikansi Keseluruhan

Tabel 3. Hasil Uji t Rasio
Pengeluaran, Rasio Kemandirian,
Rasio Tenaga Kerja

signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
Uji F digunakan untuk pengujian

pengaruh variabel-variabel bebas

riabel Koefisien  t-statistik tatt;el KesimpulanSecalra keseluruhan, yaitu untuk

RPN 1,919,436 3,650,699 2,021  Tolak Ho menguji pengaruh Rasio
RK  0,019499 0,650359 2,021 Terima Ho p | RPN Rasi

RTK 0,242475 3,224,505 2,021 Tolak Ho " cngeluaran (RPN), aslo

Sumber: Eviews 9.0, data diolah Kemandirian (RK), dan Rasio

Tenaga Kerja berdasar ljazah

Berdasarkan Tabel 3. dapat SMA/Sederajat  (RTK) terhadap

dilihat bahwa t-hitung sebesar

3.650699 lebih besar daripada t-
tabel sebesar 2,021. Maka menolak
Ho dan menerima Ha, yang berarti
bahwa variabel Rasio Pengeluaran
(RPN)

signifikan

berpengaruh  positif dan
terhadap pertumbuhan
ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera.
Berdasarkan Tabel 3.
dilihat t-hitung
0,650359 lebih kecil daripada t-tabel

sebesar 2,021. Maka menerima Ho

dapat

bahwa sebesar

dan menolak Ha, yang berarti bahwa
variabel Rasio Kemandirian (RK)

berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi di
Pulau Sumatera.
Berdasarkan Tabel
dilihat t-hitung
3,224505 lebih besar daripada t-

tabel sebesar 2,021. Maka menolak

3. dapat

bahwa sebesar

Ho dan menerima Ha, yang berarti
bahwa variabel Rasio Tenaga Kerja
SMA/Sederajat

berpengaruh  positif

berdasar
(RTK)

ljazah

dan

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi
di

dasarkan Pulau Sumatera.

Berhasil estimasi, diperoleh nilai
14,63463
sedangkan nilai F-tabel pada tingkat
5% 2,81
sehingga H, ditolak dan H, diterima.
lebih

berarti

F-hitung sebesar

kepercayaan sebesar

Dengan demikian, F-hitung
besar daripada F-tabel,
variabel Rasio Pengeluaran (RPN),
Rasio Kemandirian (RK), dan Rasio
Tenaga berdasar
SMA/Sederajat (RTK)

simultan berpengaruh positif dan

Kerja ljazah

Secara

signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (PE) Provinsi di Pulau
Sumatera.

Analisis Pengaruh Desentralisasi
Fiskal Sisi Pengeluaran Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi,
koefisien regresi untuk variabel
Rasio Pengeluaran (RPN)
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menunjukkan tanda positif, yakni
sebesar 19,19436. Hal ini berarti
bahwa dengan kenaikan Rasio
Pengeluaran sebesar 1 persen,
maka akan berakibat pada kenaikan
Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar
19,19436 persen dengan asumsi
cateris paribus. Hasil ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Akai dan Sakata (2002) yang
dimana indikator pengeluaran
berpengaruh positif dan signifikan.
Pada Tabel 4.

mengenai perkembangan belanja

menjelaskan

daerah Provinsi di Pulau Sumatera.
Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera
mengalami peningkatan dalam nilai
belanja daerah, meskipun pada
tahun 2015 terdapat dua Provinsi
yang nilai

belanja  daerahnya

mengalami  penurunan.  Kondisi
menjelaskan bahwa peningkatan
belanja daerah pada pemerintah
Provinsi di  Pulau  Sumatera
memberikan pengaruh yang positif
terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi di Pulau Sumatera. Hal

tersebut dapat dipahami, karena

Tabel 4.

secara implisit peningkatan jumlah
belanja pemerintah daerah Provinsi
mencerminkan peningkatan
investasi publik di masyarakat.

Lebih lanjut, dengan desain
desentralisasi fiskal di Indonesia
saat ini yang menitikberatkan pada

sisi pengeluaran, maka esensi dari

pelimpahan wewenang dalam
mengurusi  keuangan daerahnya
masing-masing adalah  diskresi

(kebebasan) untuk membelanjakan
dana vyang telah dianggarakan

sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan masing-masing daerah.
Hal ini senada dengan pernyataan
Wagner dalam Mangkoesoebroto
(1998) yang menyatakan bahwa
pengeluaran pemerintah dan
kegiatan pemerintah semakin lama
semakin meningkat. Peacock dan
Wiseman dalam Mangkoesoebroto
(1998)

pengeluaran dari waktu ke waktu

berpendapat bahwa
semakin meningkat karena semakin
bertambahnya kegiatan pemerintah

yang memerlukan pembiayaan.

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau

Sumatera Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018
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Provinsi Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 8917,05 10688,98 12640,52 13005,64 12611,11
Sumatera Utara 6263,36 7922,7 7412,09 7823,45 8495,65
Sumatera Barat 2636,38 3283,83 3424,59 3876,11 4326,35
Riau 6861,96 8753,99 8972,95 9583,49 10892,85
Jambi 2972,06 3487,09 3757,07 3879,15 3604,24
Sumatera Selatan 4954,29  5791,05 5989,47 6247,54 6874,39
Bengkulu 1686,66 1859,86 1937,72 2196,41 2436,2
Lampung 2889,17 3901,69 3925,66 4567,67 4898,78
Kep.Babel 1563,92 1627,06 1814,13 1921,56 2212,65
Kep.Riau 2651,88 2964,14 3458,01 3657,715 2649,77
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2011-2015 (data diolah)

Analisis Pengaruh Desentralisasi

Fiskal Sisi Pendapatan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi,
koefisien regresi untuk variabel
Rasio Kemandirian (RK)

menunjukkan tanda negatif, yakni
sebesar 0,019499. Hal ini

bahwa dengan

berarti
kenaikan Rasio
Kemandirian (RK) sebesar 1 persen,
maka  akan berakibat pada
peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
(PE) 0,019499 persen

dengan asumsi cateris paribus. Hasil

sebesar

ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Akai
(2002) yang

otonomi/kemandirian

dan Sakata
dimana indikator
berpengaruh
positif namun tidak signifikan.
Kemandirian daerah menunjuk-
kan kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah (Halim, 2007).
Rasio kemandirian menggambar-
kan ketergantungan daerah
terhadap sumber dana ekstern.
Semakin tinggi rasio kemandirian

berarti bahwa tingkat ketergan-
tungan daerah terhadap bantuan
pihak ekstern (terutama pemerintah
pusat) semakin rendah dan demikian
pula sebaliknya. Rasio kemandirian

juga menggambarkan tingkat par-

tisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin
tinggi rasio kemandirian, maka
semakin tinggi partisipasi masya-

rakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah yang merupakan
komponen utama Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Halim (2007).
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Tabel 5.  Rasio Kemandirian Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-
2015 (%)
Provinsi Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 10,55 9,82 12,42 14,92 16,98
Sumatera Utara 72,17 56,26 55,30 56,83 57,59
Sumatera Barat 55,39 41,93 43,40 47,56 46,31
Riau 40,62 37,81 38,97 39,90 50,31
Jambi 47,35 37,51 36,86 40,48 39,66
Sumatera Selatan 46,65 38,32 36,97 38,60 42,31
Bengkulu 37,78 30,96 30,96 33,84 32,16
Lampung 55,21 45,10 45,39 50,25 46,94
Kep.Babel 38,48 31,65 32,42 32,74 30,30
Kep.Riau 33,08 29,23 31,93 36,66 40,27
Rata-rata 43,73 35,86 36,46 39,18 40,28
Sumber:  Statistik Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015
(data diolah)
Tabel 5. Menunjukkan rasio pemerintah  Provinsi di  Pulau
kemandirian tertinggi di Pulau Sumatera boleh jadi merupakan

Sumatera adalah Provinsi Sumatera
Utara yang dimana secara konsisten
menjadi yang ptertinggi selama
kurun waktu 2011-2015 dengan nilai

kemandirian  mencapai  55,30%-
72,17%. Sedangkan rasio
kemandirian terendah adalah

Provinsi Aceh dengan nilai rasio
kemandirian sebesar 9,82%-16,98%
selama kurun waktu 2011-2015.
Sedangkan nilai rasio kemandirian
secara rata-rata dari kesepuluh
Provinsi di Pulau Sumatera berkisar
antara 35,86%-43,73%.

Pencapaian kemandirian daerah
yang mampu melampaui 50%
sebagaimana diterangkan dalam

Tabel 5 yang terjadi di empat

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

refleksi dari tingginya kemampuan
daerah dalam menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah
(PAD) sehingga dengan pencapaian
ini, maka keempat daerah Provinsi di
Pulau Sumatera tersebut yakni,
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Riau dan
Provinsi Lampung memiliki sumber
dana vyang besar yang bisa
digunakan sebagai belanja prioritas
seperti pembangunan infrastruktur,
penyediaan pelayanan publik dan
barang publik yang bisa
menggerakan perekonomian guna
meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.
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Namun di lain pihak, terdapat
enam Provinsi yang kemandirian
daerahnya belum mampu mencapai
50% yakni Provinsi Provinsi Aceh,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, dan
Provinsi Kepulauan Riau belum
memiliki sumber dana yang besar
dari daerahnya sendiri yang bisa
digunakan sebagai belanja prioritas
seperti pembangunan infrastruktur,
penyediaan pelayanan publik, dan
publik yang

menggerakkan perekonomian.

barang dapat

Analisis Pengaruh Tenaga Kerja
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi,

koefisien regresi untuk variabel
Rasio Tenaga Kerja berdasar ljazah
SMA/Sederajat (RTK) menunjukkan
tanda positif, sebesar
0,242475. Hal ini

dengan kenaikan

yakni

berarti bahwa
Rasio Tenaga
Kerja berdasar ljazah
SMA/Sederajat (RTK) sebesar 1
persen, maka akan berakibat pada
Pertumbuhan Ekonomi
(PE) sebesar 0,242475 persen

dengan asumsi cateris paribus. Hasil

kenaikan

ini sejalan dengan Akai dan Sakata
(2002) yang dimana variabel tenaga
kerja yang diproxykan dengan rasio
lulusan SMA terhadap tenaga kerja
tahun - 24

berpengaruh positif dan signifikan

usia 18 tahun

terhadap pertumbuhan ekonomi
Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja Berijazah SMA/Sederajat Provinsi di
Pulau Sumatera Tahun 2011-2015 (Jiwa)
Provinsi Tahun
2011 2012 2013 2014 2015

Aceh 1142726 1157369 1191114 1224599 1281510
Sumatera Utara 3414544 3573017 3766898 3818408 4042331
Sumatera Barat 1176629 1196040 1201051 1259581 1376963
Riau 1891216 1974535 2000421 2007739 2104971
Jambi 724544 774199 798527 829230 803147
Sumatera Selatan 1770832 1794446 1847501 1706415 1838836
Bengkulu 439440 458815 465077 490261 507675
Lampung 1595109 1628769 1638090 1602730 1560051
Kep.Babel 361088 365500 348108 364898 377812
Kep.Riau 683895 727045 759618 784065 713861
Rata-rata 1320002 1364974 1401641 1408793 1460716
Sumber:  Statistik Provinsi dalam angka di Sumatera Tahun 2011-2015 (data diolah)
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Tabel 6. menunjukkan jumlah dari
tenaga kerja berijazah
SMA/Sederajat pada Pemerintahan
Provinsi di Pulau Sumatera secara
nominal. Provinsi yang memiliki
tenaga kerja berijazah
SMA/Sederajat  tertinggi  adalah
Provinsi Sumatera Utara dengan
rentang jumlah sebesar 3.414.544
hingga 4.042.331 Jiwa dalam kurun
waktu 2011 hingga 2015. Berbeda
dengan Provinsi Sumatera Utara
yang merupakan Provinsi dengan
jumlah tenaga kerja berijazah
SMA/Sederajat tertinggi, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah
Provinsi dengan jumlah tenaga kerja
berijazah SMA/Sederajat terkecil
dengan rentang jumlah sebesar
361.088-377.812 jiwa. Kemudian
secara rata-rata, jumlah tenaga kerja
berijjazah SMA/Sederajat Provinsi di
Pulau Sumatera berkisar antara

1.320.002-1.460.716 Jiwa.

Lewis dalam Mulyadi (2003)
mengemukakan teorinya mengenai
ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan
pekerja merupakan kesempatan dan
bukan masalah. Kelebihan pekerja
satu sektor akan memberikan andil
terhadap pertumbuhan output dan

penyediaan pekerja disektor lain.

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

Dalam teori pertumbuhan
ekonomi neo klasik, terdapatnya
peran teknologi dalam
mempengarubhi pertumbuhan
ekonomi yang ditandai oleh tenaga
kerja yang memiliki produktivitas
kerja yang tinggi yang boleh jadi
penyerapan teknologi ini terjadi
karena proses pendidikan dan
pelatihan. Dengan semakin
banyaknya tenaga kerja yang
terdidik, maka akan menciptakan
kualitas dari tenaga kerja itu sendiri.

Tenaga kerja yang memiliki ljazah
SMA/Sederajat

representasi  dari

merupakan
ketersediaan
tenaga kerja ahli yang memiliki
penyerapan teknologi. Dalam upaya
mendukung program wajib belajar
12 tahun yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013
Tentang Pendidikan  Menengah
Universal, pemerintah daerah di
Pulau Sumatera lebih  khusus
seyogyanya dapat melakukan
beberapa strategi yakni;
memperbaiki fasilitas pendidikan,
memberikan  program  beasiswa,
menerapkan dan melakukan

sosialisasi mengenai program
pendidikan gratis, dan mengevaluasi
pencapaian pelaksanaan program

wajib belajar 12 tahun.
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1. Dalam pengelolaan keuangan

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1.

Desentralisasi Fiskal sisi

Pengeluaran berpengaruh positif

daerah, pemerintah Provinsi di
Pulau Sumatera harus lebih
alokasi

mempertajam belanja

untuk mendukung pembangunan

infrastruktur, melakukan
dan signifikan terhadap

penghematan anggaran yang
Pertumbuhan  Ekonomi  (PE) .

kurang  produktif,  penerapan

Provinsi di Pulau Sumatera tahun
2011-2015.

Desentralisasi Fiskal sisi
Pendapatan berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap
Ekonomi  (PE)
Provinsi di Pulau Sumatera tahun
2011-2015.

Pertumbuhan

. Tenaga Kerja berpengaruh positif

dan signifikan
Ekonomi  (PE)
Provinsi di Pulau Sumatera tahun
2011-2015.

Desentralisasi Fiskal

terhadap

Pertumbuhan

(Rasio
Pengeluaran dan Rasio
Kemandirian), dan Tenaga Kerja
yang diproxykan dengan Rasio
Tenaga Kerja
SMA/Sederajat (RTK) secara

bersama-sama berpengaruh

Berijazah

positif dan signifikan terhadap
Ekonomi  (PE)
Provinsi di Pulau Sumatera tahun
2011-2015.

Pertumbuhan

Saran

JEP-Vol.7, NO 2, Juli 2018

. Dalam

reward dan punishment dalam
pengalokasian anggaran.

upaya meningkatkan
pendapatan asli daerah guna
mencapai kemandirian daerah
yang lebih baik, pemerintah
Provinsi di Pulau Sumatera harus
meningkatkan pemungutan pajak
dan retribusi daerah dengan
menambah objek pajak, subjek
pajak, menaikan tarif pajak
tertentu seperti pajak kendaraan
bermotor dengan memberlakukan
peraturan daerah sebagai payung

hukum dalam pelaksanaannya.

. Dalam hal ketersediaan sumber

daya manusia yang berkualitas,
pemerintah Provinsi di Pulau
Sumatera perlu  menerapkan
strategi dalam  meningkatkan
tenaga kerja yang memiliki ijazah
SMA/Sederajat. Strategi tersebut
seperti  memperbaiki  fasilitas
pendidikan, memberikan program
beasiswa, menerapkan dan

melakukan sosialisasi mengenai
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program pendidikan gratis, dan
mengevaluasi pencapaian
pelaksanaan  program  wajib

belajar 12 tahun.
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